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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan merupakan    

dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang   - undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD 

menyusun Rencana Kerja. Dalam penyusunan Renja terdapat pemilihan tujuan- tujuan 

organisasi, penentuan strategi dan kebijakan, serta strategi dalam mewujudkan program-

program yang telah ditetapkan. Melalui Renja ini akan terbentuk sebuah konsep    

organisasi yang akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran dan rencana yang 

dapat mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya organisasi tersebut. Renja SKPD 

berisi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung                  

oleh pemerintah daerah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan 

implementasi dari pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermula dari 

pelaksanaan musrenbang pada tingkat kelurahan dan musrenbang tingkat kecamatan.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang menjadi salah satu OPD 

di lingkup Pemerintah Kota Magelang yang mendukung terwujudnya misi ke 5 “ 

Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Paningkatan Kualitas Tata Ruang 

dan Infrastruktur” dalam penyusunan Renja tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan 

RKPD Kota Magelang Tahun 2023 “Pengembangan daya saing daerah di dukung dengan 

masyarakat yang berdaya” dari tema “Terhubung dan Tersambung Untuk Maju Sehat 

dan Bahagia” yang menghubungkan antara program dan kegiatan kebencanaan. Program 

dan kegiatan tersebut meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dimana isu 

strategis yang diangkat pada RKPD tahun 2023: 

- Kemiskinan 

- Kualitas sumber daya manusia 

- Sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan 

- Kualitas lingkungan hidup 

- Ketahanan daerah terhadap pangan dan bencana 

- Daya saing ekonomi 

- Reformasi birokrasi 

Sesuai dengan salah satu tugas pokok BPBD membantu walikota dalam melaksanakan 
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penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana 

secara terintegrasi, maka isu strategis yang terkait dengan tugas BPBD sesuai dengan 

RKPD tahun 2023 adalah Ketahanan daerah terhadap bencana dengan mengoptimalkan 

penanggulangan bencana dan penanganan bencana serta membentuk kampung tanggap 

bencana di seluruh kelurahan. Renja OPD merupakan turunan Renstra OPD yang 

merupakan sistem kendali dalam melaksanakan dan mencapai target capaian kinerja dalam 

1 tahun dimana Renja BPBD tidak bisa lepas dari Strategi Nasional dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional yang 

mencakup : 

1. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola penaggulangan bencana. 

2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan 

3. Penguatan penanganan darurat bencana 

4. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan 

Selain terhubung dengan strategi nasional Renja BPBD juga mempunyai hubungan dengan 

renja provinsi dimana sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Jawa Tengah al:: 

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko 

bencana 

2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampat bencana 

3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana 

4. Meningkatnya kualitas dan kuantias sarana peralatan dan logiistik bencana 

5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

 

1.2 Landasan Hukum 

Renja SKPD BPBD Kota Magelang Tahun 2023 disusun berdasarkan pada: 

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33); 

6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679): 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

11. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228) 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136); 

22. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107); 

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan 
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Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 20l0 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 

2020 Nomor 2); 

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 208 tentang tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1540); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

41. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Magelang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tuhuan penyusunan Renja OPD BPBD Kota Magelang sebagai pedoman 

dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan 

mengimplementasikan program dan kergiatan pembangunan daerah tahun 2023. Maksud 

dari penyusunan Renja OPD ini adalah: 

1. Memberikan pedoman bagi BPBD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) 

2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 

3. Sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahunan. 

 
Adapun tujuan Renja OPD BPBD Kota Magelang Tahun 2023, yakni: 

 
1. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan guna 

mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. 

2. Untuk menciptakan sinergitas dalam implementasi pembangunan daerah antar wilayah 

dan antar sektor pembangunan, serta antar tingkat pemerintahan. 

3. Untuk efisiensi alokasi sumber daya dalam kualitas pembangunan daerah 
 

1.4 Sistematika Renja SKPD 

Sistematika Renja OPD BPBD Kota Magelang Tahun 2023 diantaranya :  

SURAT KEPUTUSAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertian Renja SKPD,Fungsi Renja bagi SKPD, Landasan 
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Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja, dan sistematika 

Penyusunan Rejna SKPD 

BAB II  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

Berupa evaluasi Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, memuat 

review terhadap rancangan awal RRPD penelahan usulan program dan 

kegiatan. 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN 

 
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisi penjelasan umum rencana kerja yang mencakup program dan 

kegiatan perangkat daerah, beserta pagu anggarannya. 

BAB V PENUTUP 

 
Memuat catatan atau poin penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah 

pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut 
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BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah. 

Kebencanaan merupakan isu bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang urusan 

pemerintahan. Permasalahan kebencanaan bersifat lintas sektor/urusan dan mencakup beberapa 

urusan pemerintahan, sehingga perlu kerjasama lintas sektor/bidang maupun lintas wilayah. 

Beberapa OPD yang terkait antara lain adalah Dinas PU PR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Perumahan dan Permukinan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas 

Pendidikan & Kebudayaan,Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik , Dinas Pertanian dan Pangan, 

instansi vertikal seperti TNI , POLRI. Selain kerjasam lintas OPD juga kerjasama dengan lembaga 

sosial seperti PMI, BAZNAS dan kelompok-kelompok relawan serta gotong royong masyarakat. 

Kerjasama lintas OPD / lembaga yang terkoordinir merupakan salah satu bentuk penanggulangan 

masalah kebencanaan. Renstra BPBD 2022- 2026 merupakan Renstra awal sejak berdirinya BPBD 

di Kota Magelang temasuk Renja tahun 2023 ini, dengan  memperhatikan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 2007 undang – undang tentang penanggulangan bencana merujuk pada pasal 5 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana” , pasal 18 ayat (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Dearah. (2) Badan Penanggulangan Bencanan Daerah 

sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin 

oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati/walikota atau setingkat eselon II a, namun pada 

kenyataannnya Pemerintah Kota Magelang baru menidaklanjuti pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencanan Daerah Kota Magelang dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah pasal 3 huruf e nomor 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Klasifikasi A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana, sehingga pada prakteknya sampai 

dengan tahun 2021 Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat, sub urusan bencana masih diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Magelang sehingga pada Renja tahun 2023 yang disusun mulai Februari 2022 ini belum dapat 

menyajikan Evaluasi Hasil Renja Parangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Magelang disebabkan urusan kebencanaan sebelum tahun 2022 menjadi tugas fungsi OPD lain 

(Satpol PP) serta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang aktif berdiri pada 

tahun 2022 ini penganggarannya merupakan hasil perencanaan yang disusun oleh Satpol PP yang 

pada kenyataannya, masih terdapat kekurangan, dan kelemahan dalam penyusunan anggarannya, 

misalnya : adanya sub kegiatan yang tidak dapat dimaksimalkan realisasinya dikarenakan adanya 

tumpang tindih kegiatan dengan OPD lain, adanya penentuan indikator yang tidak sesuai dengan 

targetnya, belum sepenuhnya melaksanakan Standar pelayanan minimal. Secara umum target 

kinerja terkait pelayanan sub urusan bencana yang masih menjadi tugas dan fungsi pada Satpol PP 
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tahun 2021 tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut : 

 Realisasi penyerapan anggaran mencapai 97.04% pada kegiatan Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 11.342.0000, terserap Rp. 108.042.000,-, 

 Namun demikian bahwa penganggaran tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal dan belum sesuai dengan rencana dan target yang tertuang dalam Rencana 

Strategis Satpol PP. hal ini dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 pasal 8 menyebutan : 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dok 

perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan 

pelayanan dasar. 

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan 

kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dok perencanaan Pemerintah 

Daerah dan dok perencanaan Perangkat Daerah. 

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan 

pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD. 

  

Didalam Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana terdapat 3 jenis pelayanan dasar 

sub urusan bencana daerah kabupaten/kota dan memuat 13 kegiatan yan kemudian 

dituangkan di dalam dok Rencana Strategis Satpol PP tahun 2021 – 2026 , sedangkan dalam 

penganggaran Satpol PP hanya memuat satu kegiatan dan 1 jenis pelayanan dasar, yang 

mengakibatkan ketidak sesuaian perencanaan lima tahunan satpol PP di dalam Rencana 

Startegisnya (RENSTRA) dan tidak memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan 

bencana, hal ini disebabkan : 

1. Refocusing akibat covid 19, sehingga, keuangan daerah difokuskan utuk penanganan 

wabah tersebut yang berimbas pada Dok Pelaksanaan Anggaran Satpol PP Tahun 

2021 tidak sepenuhnya mengakomodir amanat dari Permendagri Nomor 101 tahun 

2018, bahkan pada penganggaran Satpol PP tahun 2021 hanya menganggarkan pada 

tahap Pra Bencana. 

2. Bencana yang terjadi di Kota Magelang bukan menjadi prioritas skala nasional atau 

dapat dikatakan bencana yang terjadi di Kota Magelang berskala kecil/ringan 

dibandingkan kejadian bencana yang nasional. 

 Dengan adanya masalah-masalah tersebut BPBD Kota Magelang berusaha agar dalam 

perencanaan tahun 2023 dapat memenuhi standar pelayanan minimal, indikator sub kegiatan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyusunan regulasi tentang 
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penanggulangan bencana agar dapat memperjelas bagaimana fungsi BPBD sehingga tumpang 

tindih fungsi tidak terjadi. 

Program kegiatan dari hasil evaluasi yang direncanakan tidak dapat mencapai target : 

 
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan administrasi 

keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun, sub kegiatan ini di maksudkan  untuk melaporkan capaian realisasi tahun 

sebelumnya yang dilaksanakan pada awal tahun, sedangkan  BPBD baru berdiri pada awal 

tahun ini, sehingga atas sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan 

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan penyusunan dok 

perencanaan perangkat daerah 

3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan 

penyusunan DPA-SKPD 

4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan 

penyusunan perubahan DPA-SKPD 

5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan administrasi 

keuangan perangkat daerah sub kegiatan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan  administrasi umum 

perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan  logistik 

7. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupatan/kota kegiatan  penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah  sub kegiatan penyediaan jasa  komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

9. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan pemeliharaan baran 

milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, 

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan pemeliharaan baran 

milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan  pemeliharaan peralatan dan mesin 

lainnya 

11. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana, sub kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/zoonosis 

12. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana sub kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota 

13. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 
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terhadap bencana sub kegiatan penanganan pasca bencana 

14. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana sub kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota 

15. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

kabupaten/kota 

      Program kegiatan yang direncanakan telah mencapai target : 

 
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaa, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi penyusunan 

dok RKA-SKPD 

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaa, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi penyusunan 

dok perubahan RKA-SKPD 

3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan perencanaa, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan 

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan  administrasi umum 

perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 

5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan  administrasi umum 

perangkat daerah sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan  administrasi umum 

perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 

7. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupatan/kota kegiatan  penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah  penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan pemeliharaan 

baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pemeliharaan gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

9. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan informasi rawan benana 

kabupaten/kota sub kegiatan sosialisasi komunikais informasi dan edukasi (KIE) rawan 

bencana kabupaten/kota 

10. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota 

11. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana 

kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota 

12. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sub kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsigaan 

terhadap bencana 
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13. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

14. Program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana sub kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana 

kabupaten/kota 

Terhadap sub kegiatan diatas telah mencapai target disebabkan beberapa faktor : 

 

Program kegiatan yang direncanakan telah melebihi  target : 

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan  administrasi umum 

perangkat daerah sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupetan/kota kegiatan administrasi 

umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor. 

Tabel 2. 1  

Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja 

Program/Kegiatan 

Badan Penanggulangan Bencana Derah Kota Magelang 

 
No. Faktor Capaian 

Program/Kegiatan 

Tidak Sesuai  

Target 

Faktor Capaian 

Program/Kegiatan 

Sesuai  Target 

Faktor Capaian 

Program/Kegiatan 

Melebih  Target 

Solusi yang 

dilakukan 

1. Sub kegiatan yang 

terkait dengan kegiatan 

tingkat kota yang 

hanya dapat bila 

dilaksanakan secara 

bersama-sama 

Pelaksanaan kegiatan 

yang telah sesuai 

dengan kebutuhan 

Sebagai OPD yang baru 

berdiri, BPBD Kota 

Magelang sangat 

membutuhkan informasi/ 

referensi/pengetahuan/ 

pelatihan dalam menunjang 

tugas dan fungsinya sehingga 

perlu melakukan konsultasi 

ke daerah lain instasi yang 

lebih tinggi atau instansi 

vertikal, juga memenuhi 

undangan yang sifatnya 

penting 

Rasionalisasi 

anggaran 

2. Sub kegiatan yang 

direncanakan belum 

saatnya dilaksanakan 

secara normatif sesuai 

dengan peraturan 

perundangan-undangan 

Pelaksanaan kegiatan 

yang telah sesuai 

dengan yang waktu 

yang direncanakan 

Bangunan gedung BPBD 

Kota Magelang yang sat ini 

ditempati merupakan eks 

kantor Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Magelang dan 

telah dikosongkan selama 

kurang lebih 2 tahun, 

Penggeseran 

anggaran kas 
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sehingga terdapat jaringan 

listrik yang kurang terawat. 

 Sub kegiatan yang 

penyerapannya sesuai 

dengan kebutuhan / 

penggunaan 

  Penggeresan 

anggeran 

 Sub kegiatan yang 

pelaksanaannya 

tumpang tindih dengan 

kegiatan OPD lain 

  Penggeresan 

anggeran 

 Sub kegiatan yang 

dapat dilaksanakan 

pada saat terjadi 

bencana 
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Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 

2022             Kota Magelang 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang s.d 2021 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang 

 
 

 

 

 

 

Kode 

 

 

 

Urusan/bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program/Kegiatan 

 

 

 

Indikator 

Kinerja 

Program 
/Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

Renstra 

Perangk at 

Daerah 

Tahun 

2023 

(Rp) 

 

Realisasi 

target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

Kegiatan 

s/d tahun 

2020 

(Rp) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) 

Target 

Program 

dan 

Kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 2022 

(Rp) 

Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 
Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

2021 

(Rp) 

Realisasi 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 2021 

(Rp) 

 

Tingkat 

Realisa

s i 

 (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(Th 2022) 

(Rp) 

Tingkat 

Capaian 

Realisas i 

target 

Renstra 

(%) 

 Urusan 

Pemerintahan wajib 

yang berkaitan 

dengan pelayanan 

dasar 

 100 97 

 

111.342.000 

 

108.042.000 97.04 
 

818.084.624 

 

680.417.954 83.17 

 Urusan 

pemerintahan 

bidang 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

 100 97 111.342.000 108.042.000 97.04 818.084.624 680.417.954 83.17 

 Program 

Penanggulangan   

Bencana 

Persentase 

Layanan 

Penanggula 

ngan Bencana 
100 97 111.342.000 108.042.000 97.04 818.084.624 680.417.954 83.17 

 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 

informasi 

rawan bencana 

 0 0 0 0 19.901.000 19.104.000 96 

 Kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

Memperoleh 

layanan 

pencegahan 

dan 

kesiapsiagaan 

100 97 111.342.000,- 108.042.000,- 97.04 602.518.624 562.681.704 93.29 

 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamat an 

dan  evakuasi 

korban bencana 

 0 0 0 0 195.665.000 98.642.250 50.41 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan tujuan OPD yang termuat dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Magelang tahun 2022 – 2026 yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap 

Bencana dengan denga indikatornya Indeks Ketahanan Daerah sasaran OPD Meningkatnya 

Kapasitas Penanggulangan Bencana dengan indikatornya Jumlah capaian prioritas penanggulangan 

bencana dimana prioritas tersebut : 

1. Terwujudnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan 

2. Peningkatan efekifitas pencegahan dan mitigasi bencana 

3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik 

4. Pengembangan sistem pemulihan bencana 

5. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu 

6. Penanganan tematik kwasan rawan bencana  

7. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan daurat bencana 

Target kinerja terkait pelayanan sub urusan bencana yang masih menjadi tugas dan fungsi 

pada Satpol PP sampai dengan tahun 2021 tercapai 100% hal ini karena kondisi Kota 

Magelang yang cenderung relatif aman serta dampak kejadian bencana yang terjadi dapat 

tertangani, realisasi penyerapan anggaran mencapai 97.04% pada kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 11.342.0000, terserap Rp. 

108.042.000,-, dengan indikator kinerja : 

1. Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana : target th 2021 17.48%, realisasi 

49.55% dengan jumlah penduduk yang mendapat informasi bencana sejumlah 63.349 

orang. 

2. Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana : target 35.29% realisasi 

35.29% dengan jumlah kelurahan tangguh bencana 6 kelurahan dari seluruh kelurahan 

sejumlah 17. 

3. Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana : tearget 47.50% realisasi 41.50% 

dengan jumlah masyarakat yang tanggap bencana 53.104 orang 

4. Cakupan tim relawan siaga bencana : target 11.76% realisasi 100% dengan jumlah 

relawan 298 orang 

5. Cakupan rencana kontinjensi mitigasi bencana : target 100% realisasi 100% dengan 

jumlah rencana kontinjensi 4 : tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan gunung 

berapi. 

6. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana : target 100% 

realisasi 71.45% dengan jumlah sarana dan prasarana tersedia 423 dan jumlah kebutuhan 

sarana dan prasarana 592. 

7. Cakupan penanganan korban bencana : target 100% realisasi 100% dengan jumlah 

korban bencana tertangani 18. 
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah          Kota Magelang 

 

 
NO 

 

 
Indikator 

 

 
SPM/Standar Nasional 

 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat 

Daerah 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

 
Catatan 
Analisis 

Tahu n 

2021 

(n-2) 

Tahun 

2022 

(n-1) 

Tahu n 

2023 

(n) 

Tahu n 

2024 

(n+1) 

Tahun 

2021 

(n-2) 

Tahun 

2022 

(n-1) 

Tahun 

2023 

(n) 

Tahun 

2024 

(n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 
1 

 
 

 
Persentase penyelesaian dok 
sampai dengan dinyatakan 
sah/legal 

- Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 

 

- - 100 - - - 100  

 

- Penyusunan rencana 

Penanggulangan 

Bencana 

 

- - - 100 - - - 100 

- Pembuatan Rencana 
Kontijensi (Rekon) 

 

- - 100 - - - - - 

 

2 

Persentase jumlah penduduk di 
kawasan rawan bencana yg 
memperoleh informasi rawan 
bencana sesuai jenis 

ancaman bencana 

Komunikasi Informasi dan 

Edukasi rawan bencana 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3 
Persentase jumlah aparatur 
dan warga negara yang ikut 

pelatihan 

Pelatihan pencegahan 
dan mitgasi 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

4 
Persentase jumlah warga 

negara yang ikut pelatihan 

Glasi kesiapsiagaan thd 

bencana 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
100 

 
100 100 100 100 

 

5 
Persentase kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Persentase jumlah warga 
negara yang ikut 

pelatihan 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

6 

Persentase jumlah warga 
negara yang mendapat layanan 
pusdalops penanggulangan 
bencana dan sarana prasarana 
penanggulangan bencana 

Pengendalian operasi dan 
penyediaan sarana 
prasarana kesiapsiagaan 
thd bencana 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
100 

 
100 100 100 100 

 

7 
Persentase jumlah warga 
negara yg mendapat  peralatan 
perlindungan 

Penyediaan peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan bencana 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

8 
Persentase kecepatan respon 

kurang dar 24 jam untuk setiap 
status KLB 

Respon cepat kejadian luar 
biasa(KLB) penyakit / 
wabah zoonosis prioritas 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
100 

 
100 100 100 100 

 

 

9 

Persentase kecepatan respon 
kuran dari 24 jam untuk 
setiap status darurat bencana 

Respon cepat darurat 
bencana 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

10 
Persentase jumlah petugas 
yang aktif dalam 
penanggulangan darurat 
bencana 

Aktivasi sistem komando 
penanganan darurat 
bencana 

 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
100 

 
100 100 100 100 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Sejak berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang awal tahun 2022 telah 

menunjukkan fungsi dan tugasnya, sampai dengan akhir Mei Tahun 2022, 65 kejadian bencana yang 

terjadi di Kota Magelang telah teratasi secara keseluruhan yang merupakan hasil kerjasama dan 

koordinasi dengan menjadi mitra kerja BPBD Kota Magelang, baik kegiatan pelayanan pra bencana 

yang dilakukan melalui sosialisasi keliling, saat bencana/kedaruratan dengan melakukan pengkajian 

secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi warga terkena 

bencana, dan pasca bencana dilakukan melalui perbaikan prasarana, pemberian bantuan bahan 

makanan serta pemberian bantuan tunai kepada warga. Walaupun tingkat resiko bencana yang terjadi 

di Kota Magelang masih dalam kategori ringan bahkan kejadian bencana yang terjadi di Kota 

Magelang bukan merupakan prioritas nasional, namun pada kenyataannya : 

1. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana sehingga menyebabkan fungsi 

koordinasi BPBD dipertanyakan, bahkan masyarakat berasumsi dengan berdirinya 

BPBD semua akibat bencana dapat diselesaikan oleh BPBD sendiri. 

2. Pada setiap penanganan bencana perlu adanya kajian, dari hasil kajian inilah ditentukan 

penanganan yang tepat, juga berdasarkan kajian ini akan diketahui permasalahan yang 

bisa ditangani oleh BPBD sendiri atau harus melibatkan OPD / mitra kerja yang lain. 

Pada saat terjadi bencana bahkan ada beberapa kendala dilapangan terkait lokasi 

bencana, misalnya tidak ada ijin mendirikan bangunan karena merupakan aset 

pemerintah yang digunakan secara ilegal. Hal-hal inilah seperti inilah yang kemudian 

perlu dikeuarkan aturan yang jelas bagaimana penangan bencana yang dituangkan 

dalam regulasi penanggulangan bencana. 

3. Penanganan bencana pada kondisi darurat perlu adanya pendanaan khusus 

segera/mendesak. Didalam perencanaan BPBP Kota Magelang tahun 2023 ini, guna 

mensinergikan program nasinal dan provinsi menerapkan Standar Pelayanan Minimal 

sub urusan bencana sehingga dengan implementasi standar pelayanan minimal tsb 

BPBD Kota Magelang telah mendukung prioritas pembangunan nasional dan 

provinsi. Penanganan bencana sampai saat ini dapat tertangani.  

Sedangkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah : 

1. Kapasitas sumber daya yang terbatas, awal penempatan sumber daya manusia pada 

BPBD Kota Magelang tidak dibarengi dengan kapasitas kemampuan dalam pelayanan 

penanggulangan bencana, sumber daya manusia yang dimiliki pada BPBD Kota 

Magelang sejumlah 8 orang dari unsur PNS ditambah dengan tenaga harian lepas 

sebanyak 8 orang dimana tenaga harian lepas tersebut belum memiliki pengalaman dan 

pengetahuan tentang kebencanaan salah satu sebab pada saat peneriman tidak dilakukan 

melaluai standar rekruitmen, sedangkan sarana dan prasarana yang mendukung 
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pelayanan penanggulangan bencana saat ini masih terbatas disebabkan penganggaran 

yang mendukung pembentukan BPBD masih banyak terdapat keterbatasan. 

2. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana yang mengakibatkan kurang 

maksimalnya fungsi koordinasi pelayanan penanggulangan bencana, seperti diketahui 

pada saat ini pandemi covid 19 Kota Magelang berada pada level 4 dimana salah satu 

sub kegiatan terkait dengan pandemi yaitu respon cepat darurat kejadian luar biasa 

Penyakit/wabah Zoonosis Prioritas belum dapat dimaksimalkan pemanfaatannya 

disebabkan tumpang tindih dan kurangnya pemahaman perangkat daerah lain tentang 

tugas dan fungsi BPBD. 

3. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap bencana , kurangnya sosialisasi, 

edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bencana serta perlunya membentuk 

kelurahan tangguh bencana diseluruh wilayah di Kota Magelang. 

Kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam perencanaan BPBD Kota Magelang tahun 2022 

walaupun terdapat kekurangan dan kelemahan, namun hampir memenuhi standar pelayanan 

minimal, hal ini bisa disebabkan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, 

sehingga penyusunannya skala prioritas, namun jika dilihat dilapangan dengan keterbatasan 

anggaran tersebut tidak berarti kejadian bencana tidak dapat tertangani. BPBD Kota 

Magelang sebagai pendukung misi ke lima dan pendukung program unggulan Walikota 

Magelang yaitu Rodanya Masbagia berupa pemberdayaan masyarakat dan salah satu 

pemenuhan standar pelayanan minimal adalah adanya kegiatan pelatihan bagi warga negara 

yang dilaksanakan BPBD setiap tahun terkait dengan kebencanaan dan juga bahwa BPBD 

merupakan pendukung atas tujuan pembangunan berkelanjutan atas tujuan 5, 11 dan 13, 

dengan alokasi anggaran yang tersedia. Sejak berdirinya BPBD Kota Magelang sebagai 

bentuk implementasi dari Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2007 menjadikan fungsi 

kebencanaan berdiri secara utuh. Didalam setiap penanganan bencana tidak semua dapat 

diselesaikan sendiri oleh BPBD disebabkan bahwa secara aturan fungsi BPBD adalah 

koordinator dalam penanganan bencana, namun karena fungsi ini belum sepenuhnya 

dipahami oleh masyarakat dan aparatur, maka perlu adanya payung hukum yang jelas, maka 

dalam perencanaan BPBD tahun 2023 guna memaksimalkan fungsi BPBD perlu adanya 

regulasi tentang penangggulangan bencana. Dengan adanya regulasi tersebut menjawab 

tantangan : 

1. Belum sepenuhnya masyarakat mengetahui berdirinya BPBD 

2. Belum sepenuhnya masyarakat memahami fungsi BPBD 
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Maka atas tantangan tersebut akan menjadikan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

fungsi BPBD : 

1. Adanya kegiatan sosialisasi, edukasi, komunikasi dan informasi memberikan 

memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang fungsi BPBD dan adanya 

BPBD. 

2. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan awal RKPD tahun 2023 yang kemudian menjadi acuan OPD dalam 

menyusun rencana kerja OPD dalam penyusunannya, melalui proses dan 

penyempurnaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daaerah. Review rancangan awal RKPD dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan dengan hasil analisa yang dilakukan dalam pembahasan pada 

forum perangkat daerah. Pada saat penyusunan RKPD awal sampai dengan ditetapkan, 

akan mengalami perubahan-perubahan dimana perubahan –perubahan tersebut  terjadi 

adanya : 

1. Pada saat desk dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang (TAPD) 

dan atas evaluasi atas renja tahun sebelumnya terdapat kegiatan yang penyerapannya 

tidak mencapai target/sulit untuk direalisasikan sehingga pada renja 2023 perlu 

adanya penyesuaian anggarnnya. 

2. Amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayaan Minimal Sub Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota sehingga dalam penyusunan renja 2023 perlu 

untuk menambah sub kegiatan baru.  

3. Adanya usulan – usuan kegiatan dari pemangku kepentingan pada saat musrenbang 

kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota kepentingan  yang terkait dengan tugas 

dan fungsi BPBD . 

4. Adanya usulan usulan dari masyarakat atas tindak lanjut kebijakan pemerintah 

daerah dalam kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dimana kegiatan tersebut 

merupakan salah satu dari  9 program unggulan pemerintah daerah. 

5. Adanya usulan yang diperoleh dari Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Magelang melalui penjaringan masyarakat baik melalui kegiatan RESES 

DPRD maupun usulan langsung masyarakat kepada DPRD Kota Magelang. 

Pada usulan rancangan awal Renja BPBD Kota Magelang sebesar Rp. 

8.041.578.784,- yang terdiri dari 2 program dan 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan dan 

setelah melalui hasil pembahasan Anggaran sebesar Rp. 5.015.80.376 yang terdiri 

dari 2 program 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan. 
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Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan 

Awal RKPD tahun 2023   Kota Magelang 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

NO Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaia

n 

Pagu 
Indikatif 

Program/
K 

egiatan 

Lokasi Indikato r 

Kinerja 

Taget 

Capaia n 

Kebutu han 

Dana 

Catatan 
Penting 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Magelang 

Persentase 

Layanan 

Penunjang 

Perkantoran 

100

% 
6.406.602.784 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/

KOTA 

Kota 
Magelang 

Persentase 

Layanan 

Penunjang 

Perkantoran 
100% 3.742.258.542 

 

 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perencanaan 

dan Laporan 

Capaian 

Kinerja 

18 

dok 
68.200.000 

Perencanaa
n, 

Penganggar
an, dan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perencanaan dan 

Laporan Capaian 

Kinerja 18 dok 36.134.400 

 

 
Penyusunan Dok 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perencanaan 
2 dok 58.378.000 

Penyusunan 
Dok 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perencanaan 
2 dok 7.881.700 

 

 

Koordinasi dan 
Penyusunan Dok RKA-

SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

RKA-SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dok RKA-

SKPD 

1 dok 2.843.000 

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
Dok RKA-

SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Dok 

RKA-SKPD 

1 dok 2.842.900 

 

 

Koordinasi dan 
Penyusunan Dok 

Perubahan RKA-SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perubahan 

RKA-SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dok 

Perubahan 

RKA-SKPD 

1 dok 2.843.000 

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
Dok 

Perubahan 
RKA-SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Perubahan RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Dok 

Perubahan RKA-

SKPD 

1 dok 2.842.600 

 

 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

DPA-SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dok DPA-

SKPD 

1 dok 1.018.000 

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
DPA-SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok DPA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Dok 

DPA-SKPD 

1 dok 1.016.000 

 

 

Koordinasi dan  
Penyusunan Perubahan 

DPA- SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

DPA-SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dok 

Perubahan 

DPA-SKPD 

1 dok 1.018.000 

Koordinasi 
dan  

Penyusunan 
Perubahan 
DPA- SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok DPA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Dok 

Perubahan DPA-

SKPD 

1dok 1.016.900 

 

 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD dan 

Laporan 

Hasil 

12 

dok 
2.100.000 

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
Laporan 
Capaian 

Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 

Kinerja SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

12 dok 20.550.600 
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Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah Kota 

Magelang 
  4.031.502.000 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

Kota 
Magelang 

 

 3.071.561.892 

 

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Orang yang 

Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN 

18 

orang 
4.018.546.000 

Penyediaan 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

Kota 
Magelang 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 
18 orang 3.058.608.792 

 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD - - - -  
Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifik

asi Keuangan 

SKPD 

12 dok 12.150.100 

 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD dan 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD 

1 dok 803.000 

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1 dok 803.000 

 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Tri

wulanan/Se

mesteran 

SKPD 

12 

dok 
12.153.000 - - - 

- 
 

- 

 

 Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Kota 
Magelang 

  27.710.000 - - - - - - 

 Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket 

Pakaian 

Dinas 

beserta 

Atribut 

Kelengkapa

n 

20 

stel 
27.710.000 - - - - - 

Untuk 
diusulkan di 
perubahan 

2023 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah Kota 

Magelang 
  123.388.000 

Administrasi 
Umum 

Perangkat 
Daerah 

Kota 
Magelang 

 

 135.697.100 

 

 
Penyediaan Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Pener

12 

paket 
3.532.000 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 

Kota 
Magelang 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

 3.531.700 
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angan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

Kantor Kantor yang 

Disediakan 

 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket 

Peralatan 

dan 

Perlengkapa

n Kantor 

yang 

Disediakan 

1 

paket 
1.101.000 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

 1.052.000 

 

 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket Bahan 

Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

4 

paket 
18.242.000 

Penyediaan 
Bahan 

Logistik 
Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

 26.895.000 

 

 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaa

n yang 

Disediakan 

3pak

et 
4.710.000 

Penyediaan 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Magelang 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

 3.532.500 

 

 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

yang 

Disediakan 

24 

dok 
4.800.000 

Penyediaan 
Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

 4.800.000 

 

 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket 

Bahan/Mate

rial yang 

Disediakan 

19 

paket 
9.453.000 

Penyediaan 
Bahan/Materi

al 

Kota 
Magelang 

Jumlah Paket 

Bahan/Material 

yang Disediakan 

 9.453.000 

 

 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

12 

lapor

an 

4.500.000 

Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

 3.990.000 

 

 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Penyelengga

raan Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD 

12 

lapor

an 

77.050.000 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 

dan 
Konsultasi 

SKPD 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

 82.678.000 

 

 
 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Kota 
Magelang 

Jumlah Unit 

Pengadaan 

Barang Mlik 

Daerah  

 1.581.976.000 

Pengadaan 
Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

Kota 
Magelang 

- - - - 

 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Kota 
Magelang 

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 

Jabatan 

yang 

Disediakan 

9 unit 1.173.864.000 

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

Kota 
Magelang 

- - - 

Sebagian telah 
masuk di 

perubahan 
2022 dan yg 
lain diusulkan 
di perubahan 

2023 

 

Pengadaan Mebel 
Kota 
Magelang 

Jumlah 

Paket Mebel 

yang 

Disediakan 

1 unit 154.049.000 
Pengadaan 

Mebel 
-    

Untuk 
diusulkan di 
perubahan 

2023 

 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Magelang 

Jumlah Unit 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya 

10 

unit 
242.063.000 

Pengadaan 
Peralatan dan 

Mesin 
Lainnya 

- - - - 

Untuk 
diusulkan di 
perubahan 

2023 
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yang 

Disediakan 

 

Pengadaan Aset Tak 
Berwujud 

Kota 
Magelang 

Jumlah Unit 

Aset Tak 

Berwujud 

yang 

Disediakan 

1 unit 12.000.000 

Pengadaan 
Aset Tak 
Berwujud 

- - - - 
Diangarankan 
di perub 2022 

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kota 
Magelang 

  105.799.384 

Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Magelang 

 

 110.695.300 

 

 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

12 

lapor

an 

12.754.000 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

 12.339.800 

 

 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air 

dan Listrik 

yang 

Disediakan 

12 

lapor

an 

38.400.000 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

 56.910.500 

 

 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

12 

lapor

an 

54.645.384 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor 

Kota 
Magelang 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

 41.445.000 

 

 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kota 
Magelang 

  468.027.400 

Pemeliharaan 
Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Kota 
Magelang 

 

 388.169.850 

 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 

Jabatan 

yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

13 

uni 
142.898.100 

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan
, Biaya 

Pemeliharaan
, dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

Kota 
Magelang 

 

 121.259.050 

 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 
Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya 

10 

unit 
129.794.800 

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan
, Biaya 

Pemeliharaan
, Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 
atau 

Lapangan 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajaknya 

 106.380.000 

 

 

Pemeliharaan Mebel 
Kota 
Magelang 

Jumlah 

Mebel yang 

Dipelihara 

8 unit 8.150.000 
Pemeliharaan 

Mebel 
Kota 
Magelang 

Jumlah 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 8.130.000 
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Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya 

yang 

Dipelihara 

23 

unit 
34.609.500 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 

Mesin 
Lainnya 

Kota 
Magelang 

Jumlah Mebel 

yang Dipelihara 
 48.237.0000 

 

 

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/D

irehabilitasi 

1 unit 152.575.000 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 

Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Magelang 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Dipelihara 

 104.163.800 

 

 

Program 

Penanggulangan 

Kota 

Magelang 

Persentase 

Layanan 

penanggu 

langan 

bencana 

100 % 1.634.976.000 

Program 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Kota 
Magelang 

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhab

ilitasi 

100 % 1.424.746.800 

 

 

Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 

Magelang 
  132.024.000 

Pelayanan 
Informasi 

Rawan 
Bencana 

Kabupaten/K
ota 

Kota 

Magelang 

Persentase 

Layanan 

penanggu 

langan bencana 

 1.5.714.600 

 

 

Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Kajian 

Risiko 

Bencana 

yang 

Dilegalisasi 

1 dok 102.500.000 

Penyusuna

n Kajian 

Risiko 

Bencana 

Kabupaten/

Kota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Kajian Risiko 

Bencana yang 

Dilegalisasi 
 90.353.800 

 

 

Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 
Jenis Bencana) 

Penduduk 

yang 

Tinggal di 

Daerah 

Rawan 

Bencana 

Sesuai 

Jenis 

Ancaman 

yang Ada 

di 

Kawasan 

Tempat 

Tinggalnya 

di Kota 

Magelang 

Jumlah 

Orang yang 

Mendapatka

n 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi 

dan Edukasi 

(KIE) Rawan 

Bencana 

Kabupaten/

Kota (Per 

Jenis 

Bencana) 

Secara 

Tatap Muka 

kepada 

Penduduk 

yang 

Tinggal di 

Daerah 

Rawan 

Bencana 

Sesuai Jenis 

Ancaman 

yang Ada di 

Kawasan 

Tempat 

Tinggalnya 

150 

orang 
29.524.000 

Sosialisasi, 

Komunikasi

, Informasi 

dan 

Edukasi 

(KIE) 

Rawan 

Bencana 

Kabupaten/

Kota (Per 

Jenis 

Bencana) 

Kota 

Magelang 

Jumlah Orang 

yang 

Mendapatkan 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

(Per Jenis 

Bencana) 

Secara Tatap 

Muka kepada 

Penduduk yang 

Tinggal di 

Daerah Rawan 

Bencana Sesuai 

Jenis Ancaman 

yang Ada di 

Kawasan 

Tempat 

Tinggalnya 

 45.360.800 

 



25 

 

 

Keg Pelayanan 

Pencegahan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Kota 

Magelang 

Jumlah 

warga 

negara 

yang 

memperol 

eh 

layanan 

pencegah 

an dan 

kesiapsia 

gaan 

 728.248.000 

Keg 

Pelayanan 

Pencegaha 

n 

Kesiapsiag 

aan 

terhadap 

Bencana 

Kota 

Magelang 

Jumlah 

warga 

negara 

yang 

memper 

oleh 

layanan 

pencega 

han dan 

kesiapsi 

agaan 

100 % 709.398.000 

 

 

Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kel Magers 
ari dan Kel 
Gelang an 

Jumlah 

Warga 

Negara dan 

Aparatur 

yang 

Mengikuti 

Pelatihan 

Pencegahan 

dan Mitigasi 

Bencana 

210 

orang 
169.673.000 

Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 

Bencana 
Kabupaten/K

ota 

 

Jumlah Warga 

Negara dan 

Aparatur yang 

Mengikuti 

Pelatihan 

Pencegahan 

dan Mitigasi 

Bencana 

 62.038.600 

 

 

Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana 

Prasarana 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Hasil 

Pengendalia

n Operasi 

dan 

Penyediaan 

Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiaga

an Terhadap 

Bencana 

Kabupaten/

Kot 

12 dok 370.930.000 

Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan 

Sarana 
Prasarana 

Kesiapsiagaa
n Terhadap 

Bencana 
Kabupaten/K

ota 

 

Jumlah Dok 

Hasil 

Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan 

Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

Kabupaten/Kot 

 185.464.800 

 

 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Peralatan 

Penyelamat

an Diri bagi 

Individu 

Warga 

Negara, 

Keluarga, 

maupun 

Petugas 

20 unit 90.071.000 

Penyediaan 
Peralatan 

Perlindungan 
dan 

Kesiapsiagaa
n Terhadap 

Bencana 

 

Jumlah 

Peralatan 

Penyelamatan 

Diri bagi 

Individu Warga 

Negara, 

Keluarga, 

maupun 

Petugas 

 122.959.700 

 

 

Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Kelurahan 
magersari 
dan 
Kelurahan 
Gelangan  

Jumlah 

Kawasan 

yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasny

a dalam 

Pencegahan 

dan 

Kesiapsiaga

an Bencana 

3 

kawasa

n 

19.918.000 

Penguatan 

Kapasitas 
Kawasan 

untuk 
Pencegahan 

dan 
Kesiapsiagaa

n 

 

Jumlah 

Kawasan yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

dalam 

Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

 165.693.900 

 

 

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota 

Tim TRC 
yan telah 
dibentuk 
BPBD 
dengan 
keputusan 
Ka OPD 

Jumlah 

Personil TRC 

yang 

Dikembangk

an Kapasitas 

Teknis dan 

Manajerialny

a 

100 

orang 
31.990.000 

Pengembang
an Kapasitas 
Tim Reaksi 
Cepat (TRC) 

Bencana 
Kabupaten/K

ota 

 

Jumlah Personil 

TRC yang 

Dikembangkan 

Kapasitas 

Teknis dan 

Manajerialnya 

 32.572.700 

 

 

     

Penyusunan 
Rencana 

Kontinjensi 
 

Jumlah Dok 

Rencana 

Kontinjensi 

yang 

Dilegalisasi 

2 dok 99.999.800 

Pemenuhan 
SPM Sub 
Urusan 

Bencana 

 

Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Aparatur 

dan Warga 

Negara yang 

100 

orang 
45.666.000 

Gladi 
Kesiapsiagaa
n Terhadap 

Bencana 

 

Jumlah Aparatur 

dan Warga 

Negara yang 

Mengikuti Gladi 

100 orang 40.668.500 
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Mengikuti 

Gladi 

Kesiapsiaga

an 

Kesiapsiagaan 

 

Pelayanan 

Penyelamatan  dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kota 

Magelang 

Jumlah 

warga 

negara 

yang 

memperol 

eh 

layanan 

penyelam 

atan dan 

evakuasi 

korban 

bencana 

 539.956.000 

Pelayana

n 

Penyelam

atan dan 

Evakuasi 

Korban 

Bencana 

Kota 

Magelang 

Jumlah warga 
negara 
yang 
memper 
oleh 
layanan 
penyela 
matan 
dan 
evakuasi 
korban 
bencana 

 336.193.200 

 

 

Respon Cepat Kejadian 
Luar Biasa 

Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi 

Respon 

Cepat 

Kejadian 

Luar Biasa 

Penyakit/Wa

bah Prioritas 

4 

laporan 
114.915.000 

Respon Cepat 
Kejadian Luar 

Biasa 
Penyakit/Wab
ah Zoonosis 

Prioritas 

Kota 

Magelang 

Jumlah Laporan 

Koordinasi 

Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Prioritas 

4 lapran 5.081.500 

 

 

Respon Cepat Darurat 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kota 
Magelang 

SK 

Penetapan 

Status 

Darurat 

Bencana 

dan SKPDB 

yang 

Ditetapkan 

Paling Lama 

1x24 Jam 

berdasarkan 

Hasil Dok 

Laporan Kaji 

Cepat 

2 dok 312.491.000 

Respon Cepat 
Darurat 
Bencana 

Kabupaten/K
ota 

Kota 

Magelang 

SK Penetapan 

Status Darurat 

Bencana dan 

SKPDB yang 

Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 Jam 

berdasarkan 

Hasil Dok 

Laporan Kaji 

Cepat 

2 dok 119.021.300 

 

 

Pencarian, Pertolongan 
dan Evakuasi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Korban yang 

Berhasil 

Ditemukan, 

Ditolong, 

dan 

Dievakuasi 

Per Jenis 

Kejadian 

Bencana 

5 orang 24.000.000 

Pencarian, 
Pertolongan 
dan Evakuasi 

Korban 
Bencana 

Kabupaten/K
ota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Korban 

yang Berhasil 

Ditemukan, 

Ditolong, dan 

Dievakuasi Per 

Jenis Kejadian 

Bencana 

5 orang 21.500.000 

 

 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Magelang 

Jumlah 

Korban 

Bencana 

yang 

Mendapatka

n Distribusi 

Logistik 

Penyelamat

an dan 

Evakuasi 

Korban 

Bencana 

60 
orang 

88.550.000 

Penyediaan 

Logistik 

Penyelama

tan dan 

Evakuasi 

Korban 

Bencana 

Kabupaten

/Kota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Korban 

Bencana yang 

Mendapatkan 

Distribusi Logistik 

Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban Bencana 

60 orang 76.721.000 

 

 

     

Aktivasi 

Sistem 

Komando 

Kota 

Magelang 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanganan 

Darurat Bencana 

2 laporran 113.869.400 

Pemenuhan 
SPM Sub 
Urusan 

Bencana 
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Kegiatan Penataan 
Sistem Dasar 

Penanggulangan 
Bencana 

Kota 
Magelang 

 

Jumlah Dok 

Penataan 

Sistem 

Dasar 

Penanggula

ngan 

Bencan 

 234.748.000 

Kegiatan 

Penataan 

Sistem 

Dasar 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencan 

 243.441.000 

 

 

Penyusunan Regulasi 
Penanggulangan 

Bencana Kabupaten 
Kota 

Kota 
Magelang 
 

Jumlah Dok 

Regulasi 

Pendukung 

Penyelengga

raan 

Penanggula

ngan 

Bencana di 

Daerah 

1 dok 116.588.000 

Penyusuna

n Regulasi 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Kabupaten

/Kota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Regulasi 

Pendukung 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana di 

Daerah 

1 dok 59.661.700 

 

 

Penanganan Pasca 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kota 
Magelang 

Jumlah Dok 

Penanganan 

Pasca 

Bencana 

Kabupaten/

Kota Melalui 

Pengkajian 

Kebutuhan 

Pasca 

Bencana 

(JITU 

PASNA) 

Rencana 

Rehabilitasi 

dan 

Rekonstruks

i Pasca 

Bencana 

(R3P) 

12 dok 118.160.000 

Penangana

n Pasca 

Bencana 

Kabupaten

/Kota 

Kota 

Magelang 

Jumlah Dok 

Penanganan 

Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota 

Melalui 

Pengkajian 

Kebutuhan Pasca 

Bencana (JITU 

PASNA) Rencana 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

Pasca Bencana 

(R3P) 

12 dok 183.779.300 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang dilakukan 

pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), 

keterlibatan pemangku kepentingan terutama dalam penyusunan dok perencanaan 

tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Didalam dok renja OPD inilah yang 

kemudian dituangkan penjabaran dari RKPD salah satunya di dalam dokumen renja 

BPBD. BPBD merupakan OPD yang masuk dalam pelayanan dasar tidak luput bahwa 

dalam penyusunan dok renja BPBD juga menampung usulan –usulan dari para 

pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. 

Usulan – usulan yang ditampung dalam dok renja BPBD antara lain hasil kegiatan : 

1. Musrengbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota 

2. Rencana kerja masyarakat yang diusulkan mulai dari tingkat RT di Kota Magelang 

3. Hasil Pokok pikiran dewan pada saat kegiatan RESES DPRD maupun usulan langsung 

masyarakat kepada DPRD. 

Salah satu bentuk usulan dari kegiatan musrenbang dan RKM adalah usulan untuk 

diadakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana, maka hal 

ini sesui dengan  tugas dan fungsi BPBD dimana di dalam kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana mengakomodir usulan tersebut. 

 

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 

Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kota    Magelang 
 

 
NO Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator 

Kinerja 

Besaran/Volume 

 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

1 Program 

Penanggulangan 

Bencana 

 

 

Kegiatan Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapasiagaan 

Terhadap Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase 

Layanan 

Penanggulang

an Bencana 

 

Persentase 

Jumlah warga 

negara yang 

memperolah 

layanan 

pencegahan 

dan 

kesiapsigaan 

terhadap 

bencana 
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Sub Keg Gladi 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Keg Penguatan 

Kapasitas Kawasan 

untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan 

Magersari  

Tidar Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan 

Tidar Utara 

RT.01 RW.07 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan 

Jurang 

Ombo 

Selatan 

RW.02 

 

 

 

Kelurahan 

Kemirirejo 

RT.3 RW.05 

 

 

 

 

 

Kelurahan 

Jurang 

Ombo 

Selatan RT.4 

RW.6 

 

 

 

Kelurahan 

Tidar Utara 

RW.2 

 

 

Jumlah 

Aparatur dan 

warga negara 

yang 

mengikuti 

gladi 

kesiapsiagaan 

 

 

 

 

Jumlah 

Kawasan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

dalam 

pencegahan 

dan 

kesiapsiagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran anggaran 

untuk kegiatan 

pelatihan/sosialisas

i sebesar 

 Rp. 200.000/org 

Volume 10 orang. 

 

  

 

 

 

Besaran anggaran 

untuk 

pelatihan/sosialisa

si sebesar Rp. 

200.000/org 

Volume  3 oang 

 

  

 

Besaran Rp. 

200.000/org 

Volume  2 orang 

 

 

 

 

 

Rp. 200.000/org 

Volume  2 orang 

 

 

 

 

 

  

Rp. 250.000,-  / 

org 

Volume 5 orang 

 

 

 

 

 

Rp.  500.000,-/ 

org 

Volume 2 orang 

 

 

Hasil 

Musrenbang 

dengan 

sasaran 

kegiatan 

Pelatihan 

tanggap 

bencana. 

Anggaran 

Rp.2.000.000,

- 

Sasaran 

kegiatan 

Pelatihan 

Tanggap 

Bencanan. 

Anggaran 

Rp.600.000,-  

 

 

Sasaran 

kegiatan 

Pelatihan 

Tanggap 

Bencanan. 

Anggaran 

Rp.400.000,- 

 

Sasaran 

kegiatan 

Pelatihan 

Tanggap 

Bencanan. 

Anggaran 

Rp.400.000,- 

 

Hasil RKM 

Pelatihan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana. 

Anggaran Rp. 

1.250.000,- 

Pelatihan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 
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Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan 

Rejowinangu

n Utara 

RW.21 RT.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jl.Diponegor

o No. 92 

Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 

Peralatan 

Penyelamatan 

Diri bagi 

Individu Warga 

Negara, 

Keluarga, 

maupun Petugas 

 

 

 

 

 

 

Rp. 200.000,-/org 

Volume 10 orang 

Rp. 155.000/org 

Volume 8 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 20.000.000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

menghadapi 

bencana. 

Anggaran Rp. 

1.000.000,- 

Pelatihan 

tenaga 

sukarelawan 

untuk 

penanganan 

bencana 

Anggaran 

Rp.2.000.000 

Pelatihan 

tenaga 

sukarelawan 

untuk 

penanganan 

bencana 

Anggaran 

Rp.1.240.000,

- 

POKIR DPRD 

Hibah Uang 

kepada Relawan 

Indonesia Untuk 

Kemanusiaan 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Salah satu priroritas yang temuat dalan Tema RKP tahun  2023 adalah “ Membangun 

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan            perubahan iklim “ 

Arah Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah  tahun 2023 : “ Meningkatan  aksi  

mitigasi  pengurangan  emisi  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  dan adaptasi  perubahan  

iklim, serta  pengurangan  risiko  bencana  melalui peningkatan kesiapsiagaan,  

kapasitas  dan  pengurangan  kerentanan  secara lebih terencana dan 

berkesinambungan”. 

Tema RKPD tahun 2023 Kota Magelang adalah “ Terhubung Dan Tersambung 

Untuk Maju, Sehat Dan Bahagia dengan Arah kebijakan Pengembangan Daya 

Saing Daerah Didukung Dengan Masyarakat Yang Berdaya, dengan salah satu 

prioritasnya adalah pemberdayaan masyarakat “. 

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang termuat dalam 

dok Rencana Strategisnya yaitu “ Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana “ . 

Sedangkan arah kebijakan dalam penyusunan renja BPBD tahun 2023 adalah 

pengembangan sistem infromasi kebencanaan, membentuk kelurahan tangguh bencana 

dimana sampai saat ini sudah terbentuk  6 kelurahan tangguh bencana dari 17 kelurahan 

yang ada di Kota Magelang. Salah satu implemetasi SPM sub urusan bencana, BPBD 

Kota Magelang melakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, memberikan informasi dan 

edukasi , memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi kepada warga 

negara/penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, kegiatan ini di maksudkan 

untuk menyiapkan warga negara yang tinggaldi daerah rawan bencana memahami, dan 

lebih siap ketika terjadi bencana sehingga ketika terjadi bencana tidak sepenuhnya 

bergantung kepada pemerintah. Kegiatan sosialisasi, komunikasi, memberikan informasi 

dan edukasi , memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi juga merupakan 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana hal ini 

selaras dengan arah kebijakan nasional yaitu meningkatka  ketahanan bencana dan arah 

pembangunan provinsi yaitu mengurangi resiko bencana melalui peningkatan 

kesiapsiagaan. 

Pada tahun ini BPBD  Kota Magelang telah membangun  aplikasi/sistem “ 

KENTONGAN” kedaruratan dan pertolongan merupakan sistem informasi kebencanaan 

Kota Magelang. Pengelolaan informasi menjadi suatu hal yang penting.  Data tentang 

kebencanaan juga menjadi salah satu point penting dalam pengambilan kebijakan baik di 

organisasi BPBD maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten. 

BPBD Kota Magelang berusaha untuk mengelola data tentang kebencanaan itu melalui 

suatu aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bernama Kentongan. 
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Informasi yang dihimpun memuat informasi manajemen penanggulangan bencana mulai 

dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Informasi pada saat pra bencana 

meliputi informasi tentang sosialisasi kebencanaan bagi masyarakat di daerah rawan 

bencana, informasi tentang peta rawan bencana, informasi tentang jalur evakuasi, 

informasi tenatang proyeksi tempat kumpul atau tempat evakuasi sementara ketika 

terjadi bencana. Informasi yang dihimpun saat tanggap darurat yaitu informasi tentang 

kaji cepat kejadian bencana, informasi tentang OPD yang berperan serta dalam 

penanggulangan bencana serta informasi tentang penanganan kejadian bencana. 

Bersama dengan tim jitupasna informasi tenatang kerugian akibat bencana juga 

dituangkan dalam aplikasi ini. Untuk informasi yang ditampilkan pada saat 

pascabencana yaitu informasi tentang kerugian akibat bencana, informasi penanganan 

kejadian bencana setelah masa tanggap darurat selesai. 

Informasi tentang kejadian bencana ini dapat diakses oleh publik sehingga diharapkan 

akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sebagai langkah dari 

pengurangan resiko bencana. Informasi-informasi tersebut akan menjadikan 

kesiapsiagaan kita terhadap bencana menjadi meningkat. 

Pada tahun 2021 Indek Resiko Bencana Kota Magelang memiliki skor 108 dengan kelas 

resiko sedang. Harapan dari tersedianya informasi-informasi tentang kebencanaan di 

Kota Magelang ini kita dapat meningkatkan ketahanan Kota Magelang terhadap 

bencana. Dengan kegiatan sosialisasi, komunikasi, memberikan informasi dan edukasi , 

memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi dan terbangunnya sistem informasi 

kebencanaan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yaitu penanggulangan 

bencana, juga akan membentuk masyarakat yang lebih maju dalam penanggulangan 

bencana 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan OPD yang 

mendukung misi 5 RPJMD yaitu “ Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing 

Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur”. Untuk mewujudkan 

kualitas tata ruang dan infrastruktur perlu adanya manajemen resiko bencana , dimana 

manajemen ini digunakan untuk memetakan kawasan bencana berdasarkan jenis 

bencana. Pembangunan infrastruktur tanpa menerapkan manajemen resiko akan 

menambah kerusakan akibat bencana. Pembangunan dan tata ruang yang baik akan 

mengurangi resiko bencana sehingga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam rangka mendukung misi ke 5, BPBD Kota Magelang perlu merumuskan tujuan 

dan sasaran renja   yang searah dengan tujuan dan sasaran Renstra BPD Kota Magelang : 
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Tabel 3.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Rumus Hitung Target 1 Tahun 

Tujuan Sasaran Indikator Rumus Hitung Target 1 Tahun 

Meningkatkan 

Ketahaan 

Daerah 

Terhadap 

Bencana 

 

 

 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

 

 Meningkatnya 

Kapasitas 

Penanggulangan 

Bencana 

Jumlah Capaian 

prioritas 

penanggulangan 

Bencana 

Jumlah Capaian 7 prioritas 

1. Prioritas 1 = (Jml Capaian proiritas 1)dibagi target 

capaian prioritas 1 kali bobot 6% 

2. Prioritas 2 = (Jml Capaian prioritas 2)dibagi target 

capaian prioritas 1 kali bobot 6% 

3. Priroritas 3 = (Jml Capaian Prioritas 3) Dibagi target 

capaian priorittas 3 dikali bobot 7.5% 

4. Prioritas 4 = ( Jml Capaian priroritas 4)dibagi  target 

capaian prioritas 4) dikali dikali bobot 10.5% 

5. Prioritas 5 = ( Jml Capaian priroritas 5)dibagi  target 

capaian prioritas 5 dikali bobot 10.5% 

6. Prioritas 6 = ( Jml Capaian priroritas 6)dibagi  target 

capaian prioritas 6 dikali bobot 35% 

7. Prioritas 7 = ( Jml Capaian priroritas 67dibagi  target 

capaian prioritas 6 dikali bobot 14% 
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3.3 Program dan Kegiatan 

Sebagai dasar pertimbangan pada penyusunan rencana kerja BPBD Kota Magelang 

tahun 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub 

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 kegiatan dalam program 

penanggulangan bencana : 

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. 

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

juga bahwa BPBD merupakan OPD pendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan ( Suistanable Development Gols ( SDGs)  : 

- Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, terhadap target 1.5 

- Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tannguh dan 

Berkelanjutan, terhadap target 11.5 

- Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan 

Dampaknya terhadap target 13.1 

mendukung visi dan misi kepala daerah yaitu misi kelima “Mewujudkan kota modern 

yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur” serta 

mendukung Program Unggulan Walikota dalam pemberdayaan masyarakat yaitu 

Rodanya Masbagya dengan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan masyarakat 

dalam menghadapi bencana. 
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Tabel 3.2 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  

dan Prakiraan Maju      Tahun 2024  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang 
 

 
 

 
Ko de 

 
Urusan/Bidan g 

Urusan 
Pemerintaan 
Daerah dan 

Program/Keg iatan 

 

 
Indikator 
Kinerja 

Program/Kegi 
atan 

 

Rencana Tahun 2023 

 

 
Catatan 

Pent ing 

Prakiraan Maju 

Rencana Tahun 2024 

 

 
Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

 

 
Kebutuhan 
Dana/pagu 
Indikatif 

 
Sum 
ber 
Dan a 

Target 
Capaia

n 

Kin 

erja 

(%) 

 
Kebutuhan 
Dana/Pagu 
Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha n 
Daerah Kabupaten 
Kota 

Terwujudnya 
pelayanan 
kantor, 
pengelolaan 
keuangan, 
perencanaan 
dan capaian 
kinerja sesuai 
peraturan 

yang berlaku 

Kota 

Magelang 
100% 

 

33.742.258.542 DA U  100 

 

 

4.118.668.663 

 Kegiatan 
Perencanaan, 

Penganggara n, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat  Daerah 

Terwujudnya 
dok 

perencanaan, 
penganggaran
dan laporan 
capaian  
kinerja 

Kota 

Magelang 
100% 
 

36.134.400 DAU  100 
 

43.707.416 

 Penyusunan  Dok 
Perencanaan 
Perang 

Daerah 

Jumlah Dok 
Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

Kota 

Magelang 
2 dok 7.881.700 DAU  100 

 

7.881.700 

 Koordinasi dan 
Penyusunan  Dok 

RKA-SKPD 

Jumlah Dok 
RKA-SKPD 

Dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dok 

RKA-SKPD 

Kota 

Magelang 
1 dok 2.842.900 DAU  

100 

 

2.842.900 

 Koordinasi dan 

Penyusunan  Dok 
Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah Dok 
Perubahan 
RKA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 
Dok 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Kota 

Magela ng 
1 dok 2.826.300 DA U  

100 
 

2.826.300 

 Koordinasi dan 
Penyusunan    Dok 
DPA-SKPD 

Jumlah Dok 
DPA-SKPD 
Dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dok 
DPA-SKPD 

Kota 

Magela ng 
1 dok 1.016.000 DA U  

100 
 

1.016. 000 



36 

 

 Koordinasi dan 

Penyusunan  Dok 
Perubahan DPA-
SKPD 

Jumlah Dok 
Perubahan 
DPA-SKPD 
dan Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dok 
Perubahan 

DPA-SKPD 

Kota 

Magela ng 
1 dok 1.016.900 DA U  

100 
1.016.9000 

 Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi 

Kinerja SKPD 
dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kota 

Magela ng 
12 dok 20.550.600 DA U  100 

 
28.123.616 

 Kegiatan 
Administra si 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Tertibnya 
laporan kinerja 
dan  keuangan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

3.071.561.892 DA U  100 
 

3.377.422.772 

 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 

Jumlah Orang 
yang 
Menerima Gaji 
dan  Tunjangan 
ASN 

 

Kota 

Magela ng 

 

 
18 orang 

3.058.608.792 DA U  100 333.64.469.672 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD 

Jumlah Dok 
Penatausahaa 
n dan 
Pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan 
SKPD 

Kota 

Magela ng 
12 dok 12.150.100 DAU  100 

 
12.150.100 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 

Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

Kota 
Magela ng 

1 laporan 803.00 0 DAU  100 
 

803.00 0 

 Kegiatan 
Administrasi Umum 
Perangkat daerah 

Persedianya 
peralatan 
untuk 
menunjang 
kelancaran 
administrasi 

perkantoran 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

135.697.100 DA U  100 
 

148.786.810 

 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran 
gan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
an gan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

3.531.700 D AU  100 
 

3.884.870 

 Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

1.052.000 DAU  100 
 

1.157.200 
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 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

26.659.900 D AU  
100 

 

29.325.890 

 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

3.532.500 DA U  100 

 

3.882.750 

 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 

Jumlah Dok 
Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 
yang 
Disediakan 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

4.800.000 DA U  100 

 

4.800.000 

 Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Materi
al yang 
Disediakan 

Kota 

Magelang 
100% 

 

9.453.000 D AU  
100 
 

10.398.300 

 Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Jumlah 

Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Kota 

Magelang 
100% 3.990.000 DA U  

100 

 

4.389.000 

 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 

Laporan 
Penyelengga
an Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Kota 

Magelng 
100% 82.678.000 DA U  100 

 

90.945.800 

 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persedianya 
peralatan 
untuk 
menunjang 
kelancaran 
administrasi 
perkantoran 

Kota 

Magela ng 
100% 110.695.3000 DA U  100 

 

121.764.830 

 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah 

Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 

Magela ng 
100% 12.339.800 DAU  

100 

 

13.573.780 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan 
Listrik 
yang 

Disediakan 

Kota 

Magelang 
100% 56.910.500 D AU  100 

 

62.601.550 

 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah 

Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
UmumKantor 
yang 
Disediakan 

 

Kota 

Magelang 
100% 

41.445.000 DAU   
100 

 

45.859.500 
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 Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Terpeliharan ya 

Barang milik 
Daerah 

Kota 

Magela 

ng 
100% 

388.169.850 DA U  

                           
100 

 

          
426.986.835 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

Kota 

Magela ng 
100% 121.259.050 DAU  

100 
 

133.384.955 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Kota 

Magela ng 
100% 106.380.000 DA U  

100 
 

117.018.000 

 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel 
yang Dipelihara 

Kota 

Magelang 
100% 8.130.000 DAU  100 

 

8.943.000 

 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Kota 

Magela ng 100% 
48.237.000 D AU  

100 

 

53.060.700 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

Kota 

Magela ng 
100% 104.163.8000 D AU  100 

 

114.580.180 

 Program 
Penanggulan gan 
Bencana 
 

Persentase 
Pelayanan 
Penanggulang
an Bencana 

Kota 

Magela ng 
100% 1.424.746.800 DA U  

100 

 

1.376.125.280 

 Kegiatan Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Persentase 
Warga Negara 
Yang 
memperolah 
layanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 

 

 

Kota 

Magela ng 

100% 135.714.600 DA U   

 
100 

 

49.896.880 

 Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dok 
Kajian Risiko 
Bencana yang 
Dilegalisasi 

 

Kota 

Magelag 

1 Dok 90.353.800 DA U  
0 

0 

 Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kot a 
(Per Jenis Bencana) 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 
Sosialisasi, 

Komunikasi, 
Informasi  dan  
dukasi (KIE) 
Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kot 
a (Per Jenis 
Bencana) 
Secara Tatap 
Muka kepada 
Penduduk 
yang Tinggal 
di Daerah 
Rawan 
Bencana 
Sesuai Jenis 

Pendudu

k yang 

Tinggal 

di 

Daerah 

Rawan 

Bencana 

Sesuai 
Jenis 

Ancama

n yang 

Ada di 

Kawasa

n 

Tempat 

Tinggaln

ya di 

Kota 
Magelan

g 

 
 

 

150 orang 45.360.800 D AU  100 
 

49.896.880 
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Ancaman yang 
Ada di 
Kawasan 
Tempat 
Tinggalnya 

 

 

 

 

 Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan   dan 
Kesiapasiagaan 
Terhadap Bencana 

Persentase 
Warga 
Negara Yang 
memperoleh 
Layanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

709.398.000 DA U  100 

 

768.072.500 

 Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga 
Negara dan 
Aparatur yang 
Mengikuti 
Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 

Pemben 
tukan 

kelurah 

an 

tangguh 

bencan a 

: Kel 

Magers 

ari dan 

Kel 
Gelang 

an 

210 orang 62.038.600 DAU  100 68.245.000 

 Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Pengendalian 
Operasi  dan 
Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 
Kab/Kota 

Kota 

Magelang 
12 

dokumen 

 
185.464.800 

 
DAU 

  
100 

 

205.000.000 

 Penyediaan 
Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah 
Peralatan 
Penyelamatan 
Diri bagi 
Individu 
Warga Negara, 

Keluarga, 
maupun 
Petugas 

Kota 

Magelang 
20 unit 122.959.700 DAU  100 

 

135.255.000 

 Penguatan 
Kapasitas Kawasan 
untuk Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Jumlah 
Kawasan yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 
dalam 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

Kelurah
an 
magersa
ri dan 
Kelurah
an 
Gelanga
n 

3 kawasan 165.693.900 DAU  100 

 

182.265.000 

 Pengembangan 
Kapasitas Tim 
Reaksi 
Cepat (TRC) 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Personil TRC 
yang 
Dikembangkan 
Kapasitas 
Teknis dan 

Manajerialnya 

Tim 
TRC 
yan 
telah 
dibent
uk 
BPBD 
dg 
keput
usan 
Ka 
OPD 

100 orang 32.572.700 DAU  100 

 

32.572.700 

 Penyusunan 
Rencana Kontijensi 

Jumlah Dok 
Rencana 
Kontinjensi 
yang 
Dilegalisasi 

 

Kota 

Magelang 

 
2 dok 

 

 
99.999.800 

 

 
D AU 

  

 

0 

 

99.999.800 
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 Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah 
Aparatur dan 
Warga Negara 
yang 
Mengikuti 
Gladi 

Kesiapsiagaan 

Kota 

Magelang 
100 orang 40.668.500 DAU  100 

 

44.735.000 

 Kegiatan Pelayanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase 
Warga Negara 
Yang 
memperolah 
LayananPen 
yelamatan dan 
Evakuasi 
Korban 

Bencana 

Kota 

Magela ng 
100% 

 

336.193.200 DA U  100 

 

355.655.900 

 Pencarian, 
Pertolongan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
yang Berhasil 
Ditemukan, 
Ditolong,dan 

Dievakuasi Per 
Jenis Kejadian 
Bencana 

Kota 

Magelang 
5 orang 21.500.000 DAU  100 

 
21.500.000 

 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 

Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi 
Logistik 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

Kota 

Magelang 
60 orang 76.721.000 DAU  100 

 
84.355.000 

 Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat Bencana 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Aktivasi 
Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 
Bencana 

Kota 
Magela ng 

2 laporan 113.869.400 DA U  100 

 

113.869.400 

 Kegiatan Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulan gan 
Bencana 

Jumlah Dok 

Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulan 
gan Bencana 

Kota 

Magelang 
13  dok 243.441.0000 DA U  100 

 

202.500.000 

 Penyusunan 
Regulasi 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dok 

Regulasi 
Pendukung 
Penyelenggara 
an 
Penanggulang
an Bencana di 
Daerah 

Kota 

Magelang 
1 dok 59.661.700 DA U  0 

0 
 

 Penanganan Pasca 
Bencana 
Kabupaten/Kot a 

Jumlah Dok 

Penanganan 
Pasca Bencana 
Kabupaten/Kot 
aMelalui 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pasca Bencana 
(JITU PASNA) 
Rencana 
Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

(R3P) 

Kota 

Magelang 
12 dok 183.779.300 DAU  

100 

 
202.500.000 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Angggaran 2023 dilakukan analisis 

kebutuhan dalam perencanaannya, namun setelah melalui verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah dan atas keterbatasan ketersediaan anggaran dalam pemenuhan prioritas pembangunan maka 

rancangan awal renja       BPBD sebagaimana rincian pada tabel berikut : 

Tabel 4. 1 rancangan awal renja       BPBD 

 
NO Program/Kegiatan 

 

Pagu Anggaran Jumlah 

TW I TW II TW III TW IV  

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

dan Perlindungan Masyarakat 

1,093,835,636 1,835,424,157 1,143,342,561 1,094,402,988 5,167,005,342 

 
Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kota 

821,710,155 1,221,897,646 814,057,632 884,593,109 3,742,258,542.00 

 
Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

11,990,175 8,587,275 13,000,475 2,556,475 36,134,400  

 Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
                  

688,686,230  

                  

1,003,276,621  

                

682,910,707  

                

696,688,334  
3,071,561,892 

 
Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat daerah 
32,902,450 35,471,450 32,136,750 35,186,450 135,697,100 

 
Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

             

30,545,000  

                

29,165,000  

            

30,909,700  

            

20,075,600  
110,695,300 

 
Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

             

57,586,300  

              

145,397,300  

            

55,100,000  

          

130,086,250  
388,169,850 

 
Program Penanggulangan 

Bencana 
272,125,481 613,526,511 329,284,929 209,809,879 1,424,746,800 

 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana      Kabupaten/Kota 23,788,080 92,185,760 13,121,480 6,619,280 135,714,600 

 
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapasiagaan Terhadap Bencana 
         141,210,275  

           

345,312,675  
       202,744,275           20,130,775  709,398,000 

 
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana 
33,118,375 114,160,825 64,910,975 124,003,025 336,193,200 

 
Kegiatan Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana 
74,008,751 61,867,251 48,508,199 59,056,799 59,661,700 




